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- FQNGSI GMBEJBSMAN S
E}AN ?ELAKSANAAN HAK ASASE MANE}SEA“

.. Oleh : Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Héribﬁé; SH

-.--:;..'-.-g.STUDI PERBANDINGAN . TENTANG . GMEUDSMAN
.-'.NASIBNALDINEGERE BELANDA SWEQEA DENMARK

SPANYOL

;.;:-Bmdasarkan Surat Kepala Bil’() Kerjasama Tehmk Luar Negeri

:No KL. 0703/UMPL/086 tertanggai 26 Januari. 1999, dinyatakan

e -bahwa. ”Pemenntah menyetujui penugasan ke [uar untuk mengadakan
: kunjungan ke Swedia dan Belanda untuk melakukan studi
._.__-_.__.bandmg mengenm T

a} Hak: Azasi Manus1a, khususnya mengenat Lembava dan

pranata- Ombudsman dan pranata Ombudman nasional dan

“b) Hukum Kepailitan khususnya tentang Penundaan Pembayaran
. (Surseance van ‘Betaling) -dan Restrukturisasi Perusahaan,

*serta Likuidasi dalam rangka penyusunan (1) Rancangan

 Undang-Undang Hak Azasi Manusia, {2) Rancangan Undang-

Undang Restrukturisasi Hutang Perusahaan serta penyempurnaan

- “Undang-Undang No. 4/1998 tentang Kepailitan, khususnya

o “ibagl penyempurnaan peraturan-ientang likuidasi, baik diluar
i maupﬂn daiam :angi\a proses kepatiltan

.Untu‘c itu, Pro; Dr CFG Sunaryati Hartono S.H. sebelum

berangkat ke negeri Belanda telah mempelajari sebuah karangan
tentang Ombudsman Nasional di negeri Belanda vang ditulis
oleh Mr. Drs. J.A. Smit dengan judul : "Nationale Ombudsman
en fiscaliteit, uitgg FED, bv. Deventer, 1996.

Informasi tentang Ombudsman Nasional (selanjutnya disebut
ON) di negeri Belanda ini menjadi latar belakang dan bekal

E

Seminar tentang Ombudsman Dalam Megara Demokrasi, diselenggarakan oleh BPHN
bekerjosama dengan The Intzmational Center For Legal Cooperation Of The Metherlands,
Iakarta, 23-24 Agustus 1999,
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 dalam perternuan dan dialog “dengan Ombudsman Nasional
- Belanda Prof. Dy Mr, Costing' yang berkenan menerima Prof.
o Su’za{y&ti Haﬁom SH spiarna 1eb3§1 fiw“; dua }am

' DN Ooszmg burk:e"aan “nemban be;*bagm lxtpmmr tambahan

 sebagai pelengkap hasil wawancara beliau, baik dalam bahasa
Belanda manpun dalam bahasg Inggris, vaitu.: e

1. De Nationzle meadgmaz} : Een kem schets_,_ _D_en Haag
L '.;"_.De_Nét'i'onaie Ombuéﬂ;man Kiachten over de Qverheld'?
. Den Haag 1998, S A N

30 The Nat;onai Ombudsman of zhe Netherlaﬂds -Annual
Report 1997, Summary

4 "The Natxonai Ombudsman : Comnbutmns on Ombudsman

.".zfjt.""_I-Iet Oordeei van de Natzona]k Ombudsman 3 Laporan di
_ Tweede Kamex 3988 1989,

6. M, Oosung, Kwaliteit van de Overheid Kluwar Devente;
1980.

7. Nationale Ombudsmarz x ”Behoorluk behandeld” Europnnt
B szswuk 1998; cetakan kedua. :

8. Caspar van ’I‘onger&n : “Onheus behandeid Uitgeveri;‘
BZZT & H s Gravenhage 1977 '

GMBUDSMAN DI NEGERI BELA_N@A

‘Di bawah ini disajikan sebuah ringkasan dari hasil wawancara
-dengan Prof. Dr. Mr. Oosting, ON Belanda, yang sudah menjabat
- jabatan tersebut selama hampir dua. masa bakti atas 13 ‘tahun.

Sejarzh Lahirnya Nationale Onibudsman Belanda

' 'Sasungguhnya lembaga dan pranaia ombudsman sudah dskena
" di Swedia sejak tahun 1809, tetapi ombudsman yang dijadikan
model bagi ON Belanda adalah ombudsman dari Denmark vang
bernama Folhetmgets Ombudsman yang berdm pada tahun
1955.

Sebelumnya antara tahun 1801 dan 1803 di negeri Belanda telah
terdapat suats lembaga “pengawas” terhadap pejabat-pejabat
pemerintah yang bernama Nationaie Syndicaat dan tugasnya

SCTUpa U‘;ﬂﬂ”dﬁ GRS TN,




'::'g:Daiam tahun 1969 Pemerintah mangajukan -suatu . nota yang
'.mengusuikan kepada Parlemen Belanda (Tweede Kamer) agar’

i diadakan suamm lembaga tersendiri dan mandiri untuk memngam

erluhan »:eluhan masyarakat terhadap perilaku pegawai dan
""j"fpeja%at Pem"‘ tah, di samping - Komisx dis “Parlemen’ (Staten..

""":-*-'Ge,nerai) yang" suciah sejak duiu menenma dan membah&s.

| -ke!uhan keiuhan sepem itu.

S ;Dalam tahun 1976 diajukan suatu RUU unfu‘i{ mendlrzkan suatu_ N

':“Komisarls Penyehdlk * yang dalam tahun 1980 paranya diganti

Cr menjadi Nationale. Ombudsman. Akh:mya pada tanggal 4 Februari -

1981, UU tentang NO digahkan dan terakhlr dlsempnmakan pada
. i‘iahun 1982 sehmgga pada saat ini teiah berumur 17 tahun.

) _Menumt konsxderans [518) tentang NO tersebut ch, negen Belanda:

T “timbul kebutuhan akan suatu cara untuk mmyehdzki bagaimana

' miestinya Pemerintah terhadap ‘warganegara dalam hal-hal tertentu,

_dan karena ifu pcriu diadakan Iembaga dan Jabaian Ombudsman

g -Nasmnai e

'_”Undang undang Dasar Belanda yang bam darx tahun 1983

| menyatakan daiam pasal 108 bahwa :* Undang~undang menentukan

. peraturan tentang pendirian struktul Organisasi dan tata cara

 suatu atau beberapa organ untuk menyehdlkx Xeluhan-keluhan
masyarakat terhadap paniaku (pqabat) Pemermiah 7/,

Berhubung deugan it maka beidasfzman UU Mo. 67 tahun 1999/
.29 Januari 1999, NO akan diatur dalam UUD Belanda Bab 4
- dalam pasal 78a, yang memberi kedudukan yang sejajar kepada

NO dengan Raad van State (Parlemen) dan Algemene Rekenkamer

(Badan Pemeriksa Keuangan)

. Dalam ayat . 1 pasal 78a UUD ditentukan bahwa,”Nationale
Ombudsman mela}{ukan penyeildlkan {onderzoek) atas permintaan

_ atau atas m1s;at1f sendm terhadap . perilaku (gendragingen)

' ) mstzmsz 1nsians1 pemermtah (be,smws organen) yang ditentukan
oleh atan berdasarkan undang-undang.”

Aspe&»ﬁgyek Ew%emasmxaaﬁ

_ Seka&@un Iembaga dan mamta ‘mhzm 0m0uds=mn berasal dari

]
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.hm&saga ini: dx seiumh dunia 1&1&%} orgamsasa smbudsman di

i §.Denmar§c yang. muiaz berdm sejak Eahun 3955

'Berhubung dengan itll maka dl sampmg mengadakan studzr

fi'_--_"z“menemm 'Ombudsman Nasmnal Denmark di Kopenhagen

o :Pada saat ‘ini sekltar 80 negara telah memxhkx seorang ombuds-
- man dengan nama yang' bcraneka warna. Di’ Perancis Ombuds—
B, '_ man ini. dmam i Medzatew de da Republzque Dx Hongana :

'Justzca; di Ausma:_Volksmzwaltschaﬁ di Rusxa Kom:saﬂs ngg:
untuk HAM; di Slovenia : Ombudsman untuk HAM di Spanyoi
Defensor del. Pueblo (Pembela Rakyat); di Rumania Ombuds-

man juga disebut Pembela Rakyat; di Inggris . Ombudsman
bernama Parlzamemary Commissioner for Administration. Di

EEE Eerman Komlsi Bundesta«:r (Par]emen) ‘vang’ memer;ksa surat-

isurat permohonan/pengaduan masyarakat men_}aiankan “fungsi

sebagal ombudsmam

~-Dj bebez apa n_ gara tertenm terdapat leblh dan seorang ombuds-
man, ‘sepeiti Gi- Swedia (4 orang) dan di Hongana dan Austrza
masing-masing 3 orang, yang masmg—masmg mempunyai tugas
. tertenty . (misalnya ombudsman untuk ‘masalah perburshan dan

 perumahan, ombudsman untuk wanita dan ombudsman untuk
' anak anak) atau mempunyaa wxiayah hukum terbatas

Do ualgia, A:}Sh;a dan oy&'l_yﬁi seuap daeram (regloj juga
mempunyai ombudsman regional. Beberapa negara lain hanya
- mengenal . ombudsman regional saja, .seperii . di Italia: yang
dinamakan Difensor Civico (Pembela Warga), beberapa kanton
- di- Swiss, dan-di negara bagian Mecklenburg Vorpommeren serta
.+ Rheinland-Pfalz. di .Terman S T R ;

Di Negerx Beianda beberapa kotamadya yang besar ‘memiliki
o seorang ombudsman kotamadya yaitu di Antwerpen Leuven dan
. Mechelen, serta di Sw1ss ‘ada ombudsman di kota Basel,
'Wmterthur dan’ Zunch ' '

R D1 inggms terdapat pula Local Cammzsszoners for Admmzstratzon
..do Scotlandia dan Wales di samping . Par!zamenzary Comimis-

-smner yang ber‘”ungsx sebagai ombudsman nas;onai

.."perbandmgan ke. Swed;a Prof.Dr. Sunaryau Hartono,SH juga s

Waastrich(art 1388y Uni - Eropa juga

Berdasarkar-perfaniiar
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..memiliki seorang- ombudsman: Eropa yang menyelidiki perilakuy

“instansi-instansi-(organ) Uni Bropa. ‘fabatan-ini pada tahun 1995
dxperca _,'akan kepada secrang mantan ombudsman dari Finlandia,
ob S derm&n bagi ombudsman dam negara~negara Eropa

rDidluars Eropa negara»negara ‘Australia, Kanada, Sélandia Baruy, .

. Israel dan sejurnlah, negara Amenka Latin, Afrika dan Asia sudah
-.._m'e mi ihki suatm lembaga ombudsman B

| :.._:.-Sehmgga d1 seluruh duma seknar 80 negara sudah memiliki

Kanada rnerupakan tempat kedudukan Internatlmal Ombudsman
- +Institute (I0I), dan sejak 20 Oktabcr- 1994 Dr. Mr. Oosting, NO
dari negeri Belanda terpilih sebagai Ketua IO tersebut, yang

: :_senap 4 tahun menyeleng garakan suatu-Konggres Sedunia untuk .

_’ ombudsman nasxonai Pada iahun }992 konggres tersebu_t_ diadakan
;. _d1 Wma dan tahun 1996 di. Buenos Aires,

: _ 101 menerbztkan bu_k_u_t_ahunan (year book) dan surat berﬁa {news
Ietter) serta menyelenggarakan 1okakarya—lokakarya I01 juga
sering membantu pendirian lembaga ombudsman baru, terutama

dl_ncgara_ berkembang_ qi_an_negarameg_ara demokrasx baru.

e Keduduka_n Fung:n dan Tugas serta Struktur Orgamsas; NO.

:.Kedudukan NG: sangat tmggz yaitu merupakan salah satu dari

3 alat Negara tertinggi (Hoog College. van Staat) di samping

- Staten-General dan Algemene Rekenkamer, sehingga NO
_:_:kedndukannya sederajat dengan Ketua Pariemen Persarnaan
.,f'dengan kekuasaan Kehakiman xaiah bahwa NO (seperti juga
Raad van Staate dan Rekenkamer) secara. formai merupakan

- badan dan kedudukan yang bebas dari pengarnh Pemerintah.

- Karena i#tu, maka NO diangkat dan’ dxpahh oleh Tweede Kamer
“dari Staten-General (Parlemen). Juga di lain negara ombudsman
sering diangkat oleh Parlemen {mlsa}nya di ‘Inggris) sehingga

. . an’ -Tnaﬂand merupakan magara Asza yang o
eka}:ang sedang dalam proses mengadakan lembaga ombudsman o

k] 3 1z kA b5} B 2 2 %
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: _:-:.j., - ﬁ?@ﬁgangkamn NG dilaknkan berdasarkan usul suat komisi yang

- terdirl dari Wakil Keta Tweede Kamer Raad van Staate, Kera
'Mahkamah Agung dan Ketua Algemene Rekenkamer. NO. dianghat
untuk masa : baktz 3 tahun dengan kemungkman H{erpilibnva

pemermtahan dengan sendzrmya merupakan syarat«syarat tidak
S -"tertuhs -

E"":'NO dapat dlpecat apabxia ia meianggar ketentuan UU yang sama
_ gan I{etenwan _terhadap Hakim apabala menurut Tweede
- f_iffKaﬁie? per;lakunya sangat memglkan kepercayaan masyarakat
::_'__':__terhadapnya (pasai 3) L

;_.-f-:.Kedudukannya ‘saina. tmgg; dengan pejabat negara yang. bersifat

& __pohtls (anggota DPR atau Menteri) dan gaji seorang NO adalah

: sama-dengén gaji seorang Menieri. Ombudsman dapat mengusulkan

untuk mengangkat seorang ombudsman pengganti (subsiituni-

] ombudsman) atau Ieblh yang juga dzangkat dan dllantik oleh
o _:_ Tweede Kamer

Tugas utama NGO, adalah menyehdah tindak -tanduk dan perilaku
serta pelaksanaan tugas instansi Pemerintah dan menilai -perilaku
tersebut untuk mendapat perhatian dan perbaikan Pemerintah.

Penyelidikan ini didasarkan pada suatu pengaduan (art. 12), atau

odilakukan atas:inisiatif ombudsman. sendiri (art. 15). Pengaduan
itu.‘harns . diadakan sebelum masa 1 tahun berlaku setelah
peristiwa ‘yang bersangkutar.

- Yang dimaksud dengan perilaku instansi Pemerintah (bersiuurs

 orgaan) ialah perilaku setiap pegawai negeri/ambienaar yang
melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah (Een gedraging van
een ambtenaar, verricht in de uitoefening van zijn functie).
- Termasuk ‘kewenangan ombudsman untuk menyelidiki perilaku
para menteri, pejabat kepolisian dan lain-lain birokrat sampai
kepada pengumss (Rektor) universitas. '




Demeriksaan memeri pejabat Repohman dan ‘lain- lain blrokrat

i i_eh Ombudsman ‘i;u:lak sematmmata d;dasarkan pada peraturan. |
huluman gecara’ yLﬂdxs forma? tetapi lebih - didas‘_rkan pada

--spertzmbangan kepantasan ziepatutan “dan” keselmbangan
} _(behoorlgkhe;d rede!zjkhe:d en evenwichi van be[ongen)

[ ":'Disampmg berfung31 menwawag kekuasa@n ‘elesekutif (kecuah_ :

" Kepala Negera), NO juga’ mengawasi kekuasaan kehakiman
. ."'me}gz{sanakan tugasnya__ _ékahpun tennn’ tad'ﬁ: berwenung mencampun -
bi pememksaaﬂ perkara oleh haiﬂm ' ' .

'Tetapl apab:la mzsainya hakim dxduga keras telah menerirma
- 'fuang suap, atau Ezdak memben kesempatan yancr sama kepada
“kedua belah flhak yang berperkara (sesuai dengan asas qudi ad
" alteram’ parten) atan sengaja menauiur—ulur pemenksan maka

NO dapat mengirim surat ke Kefa Pengadxlan yang bersangkutan,

o oyang wajib memeriksa keluhan yang bersangkutan, dan menjawab

surat MO. dengan menyebut tindakan apa saja yang sudah diambil

- terhadap-hakim- ya'ng menyeleweng” it

'k __'Bahkan apablla seorang pohs; atau Jaksa tldak berlaku sopan

kepada  seseorang terdakwa atau saksi, ke:iuarganya dapat
mengirim petisi kepada NO, yang akan mengirim surat berisi

- pernyataan ‘kepada polisi atau jaksa’ yang bersangkutan yang
- harus ‘ditindak ‘lanjuti: oleh ‘atasannya.

Keterbukaan

Agar. supaya diketahui-oleh-masyarakat apa yang dilaksanakan

“oleh 'NO, maka secara berkala Dr.-Qosting sebagai NO menulis

ariikel di surat kabar dan dimuacuikan di layar televisi.

- Disamping ity NO juga wajib membuat laporan Tahunan untuk

Parlemen, yang akan mempelajari dan membahasnya sungguh-

~sungguh. Apabila ada ‘hal yang kurang diperhatikan oleh suatu

instansimaka menteri yang bersangkutan -akan diminta

- pertangungiawabannya; dan apabila dianggap tidak memuaskan,

., menteri ity akan: dipecat oleh partainya. Karena itu, maka

Pemerintah maupun Pengadilan akan benar-benar memperhatikan
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s :Sufat dan keluhan NO, yang mengakibatkan NG dapat berfungsi
N _dengan baik dalam ipaya membina pemermtahan dan peradilan
yang ber51h sopan dan efesxen bebas dan KKN

MEUDSMAN BL swmm

'.L_embagafPranata Ombudsmaﬂ sebenamya telah dﬁcenal selama
"-'.-hamplr 2 -abad: . dan’ dladakan berdasarkan UUD tahun 1809
_setelah' turunnya Raja absolut Gusiaf I‘J Adolf pada tahun yang

. ::Setelah Swedia. mengaiaml kesengsaraan aklbat ulah raja yang
.. absolut, maka UUD tahun 1809 menjadikan’ R;ksdag (Parlemen)
Lo sumber - sega}a kekuasaan ~Salah satu unsur demokratisasi itu

adalah d:adakannya Ombudsman yang - dlangkat oleh Parlemen

a. -peraturan undang undang dan hukum pada umumnya benar-
benar ditaati, baik oleh kekuasaan eksekntif, .Tnaupun oieh
Judikatif, dan

o A _'__:para pejabat negara dan blrokra51 beriar-benar. melaksanakan
| - ~ tugas Delayanannya kepada rakyat dengan balk dan berdasarkan
_ '_'hukum maupun kepatutan sebagmmana d;harapkan oleh dan

~ di dalam masyarakat yang beradab; \

c rakyat benar-benar memperoieh haknya dan dﬂmdung;
‘terhadap tmdakan atau perlakuan sewenang-wenang pejabat,
i peradzian maupun_ sesama warganegara.

" Seabad sebelumnya, yaltu oleh Raja’ Karl X11 dalam tahun 1713
'sebenamya juga telah diangkat seorang Ombudsman yang mewakili
Raja, yang mempunyai tugas yang serupa dengan ombudsman

.. yang diangkat oleh Parlemen pada tahun 1809. Tetapi pada tahun
BRI W 3 Ombudsman yang. d;angkat oieh raja diberi nama Kanselir

- .Keadllan { Chanse!lor of Justice). Sehmcga pada saat ini di
Swedia terdapat dua macam ombudsman : yang dlangkat oleh
Parlemen dan yang diangkat oleh raja (Kansehr Keadilan).

Tujuan  diadakannya lembaga ombudsman di Swedia. adalah
mengadakan pengawasan terhadap pejabat-pejabat negara (birokrasi),

¥} Bengi Wieslander © “The Parliamentary Ombudsman in Sweden”, The Bank of Sweden
Tercentenary Foundation & Gidlunds Bokfirlag, 1994 (teriemahan oleh David Jones), hal 7.
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1 i:ermaguk pe;abat»pe;abat peradﬂan yang mdependen dari Pemenntah

__::'kaatakan daiam RUU untuk mengada}qan Ombudsman xtu '_
" bahwa periu. diangkat seseomng,"‘krimm for his lmowledge of -
daw exemplary probiry, to act us their(=rakyir) representative,
“in accordance with the instructions which were issued to hir; S
o léxercise supervision of the obsewance of the laws by judges

'-and oﬁ%cers of state and 1o prosecy “with dise process of law,

_'_‘hose who in- a‘zschargmg thesi duties,’ rhrough violence; perwnal -
- '__conszdemfzons or for some other reason, act unlawﬁd!y or fail, L
o fulf L rhe dunes permznmg m fhezr offi ce”*) o

Berdasarkan ketentuan ps 96 UUD Swedxa tahun 1809 tersebut

i '...*_.-pa'da asal’ mnlanya banyak ter}adl pemxdana&n squmiah hakim :

i ;:':-;.__-dan pe_]abat "1egara EY

) '-'Perkembangan yang terjad; d1 Swedaa pada permulaan abad ke
w19 temyaﬁa mirip sekali” dencan keadaan di Indonesm pada

- pelahan kedua abad ke 20.

12 Karena 1tu_ dengan banyaknya kﬁiuhan menﬂenal KKN (korup51

_-ﬂepousma) maupun berbacra; pensnwa pelanggaran

'y :hak azaSi ‘manusia anggota masyarakat Indonesm dan pelanggaran

“ norma-norma etlka dan kepammn oleh aparat pemerza}mh maupun
peradilan, mengenai salah safo cara memperbalkl keadaan masyaralkat
“““Indonesia yang »sakit” dan’ semakin “tidak berbudaya ini adalah
" dengan juga” mengadakan lembaga Ombudsman ini, sebagai

lambaga penegak dan pengawas HAM disamping mengadakan

. .undang-undang tentang HAM dan segala upaya pemberdayaan
. ...lembaga iegxslauf serta pembersman lembaga .eksekutif dan

| L .yudikatxf

' Eﬁ:uiah sebabnya sepem di Swedic., pada awalnya keputusan
' Ombudsman (yang dmngkat oleh parlemen) perlu diberi kekuatan
: hukum agar ombudsman it benar-benar dapat menaupay'\kan
) pembarmhan eksekutif dan yudikatlf dari praktek prakiek yang

" sangat memgikan rakyat.

o Barﬁ"kémudiaﬁ;'sétéléh terjadi perbaikan, kéwenangan Ombuds-
man lebih dibatasi'di Swedia, sehingga sekarang keputusannya

! Beng* ers]ander opcu: h 17
=y Op it B
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__iitiah lagi mengikat secara 'hukum (legally binding), sekalipun
. berbagai surat dan rekormendasinya sangat diperhatikan oleh para
- hakim dan_ pejabat eksekutif. Karena, apabila tidak, keduauham

atasannya, bahkan menteri yang bersanc&utan alkan segera ferancan,

o karena Ombudsman akan membeberkan masalah %jersancvkutan

di's surat kabar atau di telev:sx atau di Pariemen (meiqlm laporan
. _.tahunannya kepada Pariemen yang wajab dlbahas secara terbt,k&
i ﬁ'-o!eh anggota Parlemen) I SR

I Dalam pasal 1’? UU pengarahan bagi Ombudsman tahun 1967

. dlkatakan

"”If zhe error commtzred 5:10% of a-serious: nature, ana’ there
‘are no partzcular reasom for any: ‘actions; the . Ombudsman

wiishould, instéad” of" znsrzrmmg legal pmceedmgs or ‘making a
report to an authoriry” which* has the rzght to ‘administer
disciplinary sanctions, . et things_ rest which a. cautions, the
provision of a remedy, the presentarion of an explananon or what
may other wise have a reasons” 3 :

"-"L:'}'--;Dengan lain. perkataan, dari: ketentuan - diatas temyata bahwa

Ombudsman mempunyai hak untuk mengadakan tuntutan hokam
atau pengawasan: ‘kepada . pengadilan, dalam hal  ini kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara, atau kalau perlu kepada Pengadilan
Konstitusi. Jadl ‘selain mempunyaa hak sebagal penuntut umum
K prosecm‘or) Ombudsman jll"-"a dapat bertmdak sebaga; penggugat
(o initiate £ega£ proceezzmgs} . —)
Tetapi di dalam kedua hal itu Ombudsman juga harus mengikuti
ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana maupun Hukum Acara
- Perdata. : .

Perkembangan lain adalah yang menyangkut obyek yang diperiksa
oleh” Ombudsman. Pada permulaan banyak hakim' dan lembaga
pemasyarakatan yang diperiksa oleh Ombudsman, sehingga
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Penjara) diwajibkan mengirim
daftar nara pidana yang dihukum di dalam Li’ yanw bersanghkuian
kepada Ombudsman#).

%) “Bengt Wieslander, op.cit h. 18




-’emp' i a?tahuﬁ 1950 perhanan Ombudsman lebah berahh_ k@ s
i) aga-_-eksekutif W) CRLLeiiE : _ _

erba' an. atau' perubahan dalam undang~undanw yanc berlaku
_:.Sq:b_ab.f._ﬁ Ombudsman sermgkah men}ach Tara sumber ataiz--
i Ronsultan Pariemen yang sangat pentmc daif_m rzmgka penyusunan.

.iperaturan pemndang’undangan ] ; S S :

'-_:Pada saat-ini terd&pat 4 Ombudsman di. Swed;a yang m351ng~'
ER -i_masmg menangam sektorusektor yang berbeda Namun’ ciem;k:an
cikeluar keempat Ombudsman ini: bertmdak sebagai satu, kesatuan
dibawah: pxmpman Ombudsmam yang mengeﬁua: mereka ‘Dari 4
'Ombudsman Itu 2 orang adalah wanita.

. ."S 'tor-sektor tersebut adalah *)

B . .Sekter 1 - s R
: Badan badan Pencadﬂan (kecuah mengenaa perkara
+ f-pen gampuan) Lo S *

—.-‘-‘Admmistmm Badan—badan Pencad;lan '

? _ Badan Penuntut Umum (semua Kejaksaan)

m :Badan Kepolman (kecuah mengenai perkard orancr asmg)

 ~ Perkara mengenai kewenangaﬂ nnﬂbudEman serta surat-
surat pencaduan (petfsx) yang mdak Jeias

Sektor 2 G

— Angkatan Bersenjata, termasuk pegawai negeri non-kombat
.- dan lain-lain perkara yang menyangkut Kementrian Pertahanan.
Ve :--5Badan badan Pelaksanaan (Enforcemem) Hukum,

e 'Lembaga Kemasyarakatan (¥epenjaraan) dan lain-lain lembaga
~penahanan. p - :

e Masalah pemungutan berbagai pajak, seperti pajak pendapatan,

pajak tanah dan bangunan, pajak atas nilai tambah, pengawasan

pajak, dsb.
*ry Op.cit, b 19
#) 3 ::, "W;nga§§5 - mr' ;5 Bw_ 100 210
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L Masaiah Bea:Cukai, pengaturan bet:’nagai pungutan seperti
" pungutan jalan, anjing; pélayanan, dan lain-lain hal yang

... berkaitan dengan. Kememenan Keuangan, yang tldak Eermasuk
o sektor lain, . :

. Asuransi Nas;onai (sepem ‘asuransi’ kesehatan, asuransi :
-"'-pensmn asuransi . orang tua dan kehamﬂan -asuransi kerja,

" tunjangan pemehharaan mn;angan keiuarga dan lain-lain

- tunjangan’ baﬁl pegawal “ege“ B
.._.._:_-Perkara yang menyaﬂgl\ut Orang aS]na e B
"Perkara pengampuaﬂ (guardxanshlp)
Sektor 3

~:Penerapan undang- 1.1ndamy ientang Pegawal Negerz UU tentang

- Anak-anak dan Orang Muda UU tentang Penyaiahgﬂnaan

“ Obat,’

Peme]iharaan Kesehatan dan Praktek Kedokteran, Perawatan

_ Orang Cacat Mental, Sekolah-sekolah Luar Biasa, Masalah

' " Kesehatan Mental, Kesehatan Gigi dan Farmasi.

Lain-lain hal yang menyangkut kegiatan Kemenierian dan
Kementerian Sosial.

_ Sg_k%or 4

Bantuan Hukum, Dewan Kompensasi bagi Korban Tindak
Kejahatan, Kantor-kantor Pemberi Pelayanan Hukum yang
diselenggarakan oleh pemerintah, permohonan ampun {grasi),
Sewa Tanah dan Lembaga Pengambil Keputusan tentang
Sewa, Pengadilan Perumahan, dan lain-1ain hal yang menyangkut
kegiatan Kementrian Kehakiman.

Pasar Tenaga Kerja, Asuransi Pengangguran dan lain-lain

- perkara yang menyangkut Kementerian Tenaga Kerja dan

Pemerintahan.
Perencanaan dan Pembangunan (fisik).

Pemerintahan Daerah Perkotaan yang tidak diatur oleh
peraturan khusus.

Komunikasi/BUMN, jalan tol dan jalan raya, perhubungan.
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secara cukup cepat dau mendetaﬂ Ak bamya pe}abat—pejabati-' 3
yemesfmtah yang saﬁgaa sxbuk cendamng untuk kurancr memperhatikan
_;%ae}:}entmgan rakyaz sehmgga untukietap: memgemﬁanlcam kehidupan .
Syang demokratls m;a Deniark mez‘;gc_,nggap perluuntule mengadakan :
iemb&m @mbués*m*a,: : demif tet.rwp tefjamsn"zya ;{epentmgdn- _

i 'menglkuii pembmdn masyamkaz yang.__.'_'
< maka Ullitentang Ombudsman senantiam;-'_
memperhatl n perkembangan baru daiam hubunéan anmra..._
.'...-fsbirO;uas; dengan;.;"&rganegam*lya v ey

. --;:.-.-;Tahun 1954 Pariemen (atdu F olketmg d; daiam bahasa Den- -
mark) .telah menyerujui :UU. Ombudsman yang, sejak itu telah .
diubzh tiga kali. Dalam UU Ombudsman yanfr tera}chlr UU No.
473, 12 Juni 1996, dalam pasal 7’ dikatakan bahwa i

wody o Jurisdiksi, Ombudsman mel:pun semua; bag;an dari- aparat
pemermtah

JUI‘ISdlkSI Ombudsman t1dak mehput: kantor pengadilan;

3]

G J’ur_lsdlicsl_ tldak;mgl;pm_; pemeriksaan kelohan-keluhan terhadap
% Usuatu-panitias yang dianggap tidak memuaskan memutuskan
“sengketa antara fihak (swasta), sekalipun di- dalam konteks
lain "-paﬁitizi ini. diénggap' Sébagai“--bagian dari pamerintfah
g Kalau’ perusahaan iembaga atau asosmm dsb. biasanya
' :'termasuk d1 dalam Undang Uﬁdancr Perimduncan Data
Pemermtab “maka Ombudsman baleh menentukan bahwa
perusahaan, lembaga atau asosiasi seperti itu termasuk di

i bawah 3urlsdzk51 Ombudsman

Dalam pasal 8 dztenmkam bahwa terhadap ?emermtah Daerah,
___Ombudsman perlu mempelhankan kondisi-kondisi khusus yang

':._'_hﬁ* kaitan.dengan. n@l&k@&%&@»@@m@m““ dagrad:
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S "Dan ‘dalam pasal 9 dztentukan bahwa jﬂi‘lSdIkSl Ombudsmam juga
e -:mehput: gereja—gere_;a “kecuali di dalam hal ; yang secara langsung
e atau fidak Iangsung menyangkut doktrm }ceagamaan

 Kedudukan Ombudsman adaiah d: amara Folkeimg (Parlemen)'
- -Para -Menteri: dan Aparatur Pemermtahan seria Warganegara

j:Dengan kewenangan hukum yang sangat te;batas Ombudsmdn
d:berl fungsi untuk men}_amm teriaksananya roda pemm intahan .
ik dan ; sepatutnya, i\hususnya bahwa semua kepentingan
““rakyat terlaksana dengan baik, sesuai. dengan ketentuan hukum -

yang memberi beraneka hak kepada rakyat dan beraneka kewaﬂban
i ,kepada aparatur pemermtah tetap: _;uga sesual dencran kesopanan
. dan kepatutan yang harus d1pehhara d: da}am peruauian hidup
o _"_kemasyarakatan

+ Tugas dan fungsi Ombudsman ‘adalah menjaga dan melindungi
rakyat kecil. Karena 'itu-maka nama ‘Ombudsman- di Spanyol
sebagai El Defensor a’e Pueb!o atau Pembela Rakya{ adalah

-.'sangat tepat i

" » ‘Berhubungan dengan itu, menurut pasa} }3 dan UU :Ombudsman
B | '-Denmark _setiap orang yang hak perseorangannya dilanggar atau
_”tzdak diperoleh dapat mengajukan keluhan terhadap pejabat

. pemerintah kepada Ombudsman secara. tertuhs dalam amplop
' 'tertump dengan menyebut namanya dan masaiahnya secara jelas.
aetmp Relunan harus diajukan di dalam waktu 12 bulan sesudah

a Eer}admya perbuatan pegawax aparatur pemenntahan yang dikeluhkan.

- Tetapi menurut pasal 14, suatu keluhan terhadap putusan pengadilan
administratif yang sedang dalam pemeriksaan banding tidak
dapat diajukan kepada Ombudsman sebelum pengadilan admin-

Istratif itn memberikan putusan banding. Dengan lain perkataan
: sesuciah adanya putusan bandmg, kelvhan itu boleh diajukan
dan Ombudsmar boleh menyatakar; pendapatnya tentancf putusan

. ba-acimg tersebut.

‘Selanjutnya keluhan-keluhan tentang perlakuan terhadap orang-
orang yang tidak diberikan kebebasan pribadimya, kecuali yang

- berkenaan dengan hukum pidana, harus ditujukan kepada Dewan
n

Pengawas-Folketing—(Parlemeny yarg tretnerifer apakaly tndaran
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_Pemer;mah 1tu bertezatangan dengan, Konst;tum Deramark (?engadn an .
Kbnstzms;) Dalam hal ini; Dewan Pengawas Fo!kermg dapat

_ mémrha b&ntﬁaﬁ Ombudsman apabua pejabat yang. d1keluh1<an

: .-.;termasuk 3unsdlksmya (pasal 15)

e budsmaa akan menemukan apakah ada cukup alasan untuk_.
L menﬂadakan pemeriksaan (pasal 16 ayat 1) dan apab:la menu.rut
£ man tidak cukup alasan untuk menegur seorang pegabat"
d'as;i ::'mak_a___ P _selesm tanpa suatu’_-.

1 {statement) apapun kapada_'pejabat yang bersangkumm .

_D‘.___sampmg memerlksa suatu perkara kaxena suatu keiuhan_
o '3'f0mbudsman juga boleh memeriksa perkara atas dasa1 masmnfnya
"sendxrx (pasal '17). Ia boleh memeriksa (inspect) lembaga,
it ;;-Qpemsahaan ataupun fempat apapun Jjuga didalam batas, Jurischksmya
: ='-'{pasa }8) yam temyaia sangat luas. : :

1.1 J'__Ombndsman d;angkat oleh F m’kermg setsap kah oleh setehh.
. terjadinya pemilihan umum untuk Folketing berdasarkan pemilihan
rioleh- Folkering. Namun demikian; ia tidak boleh menjacix anggota
=Falkerzng dan: harus bekerja secara’ mdependen ‘dari Fo!kez’mg
"'?Dengan lain perkataan daiam menangani perkara«perkara ia
""-'beuzmcgunc jawab kepada Folkez.:ng dan udak perlu mengzkut;
A “kemauan Fo!kermg, tetapz seuap {ahun me:nga]uhan Laporan
N ':T’lh%,iﬂaﬂ kepada Foikermg agar Fo[ifermg dapat lnfiréildl sendiri
~sejauh mana Pemerintah telah melaksanakan pemerintahan yang
-, . baik atau tidak. Berdasarkan Laporan Tahunan itu mungkin saja
: m:ada Gubemur cyang dipecat atau Menteri - yang ditarik dari
. _‘Kabme{ ;

o Demikian puia sermua Duektur Lembaca dan bahkan rektor

" Universitas sangat men_]aga agm namanya tidak d1sebut dalam
laporan Ombudsiman. Dengan demikian Ombudsman sangat
membantu pelaksanaan Pemerintahan yang baik, bersih dan
.o Ccitizen friendly” sehingga para pegawai kantor pun dididik
untuk berperilaku: sangat ramah dan sopan terhadap masyarakat
o {client friendly), ager jangan sampai digugat dibadapan Ombuds-

A LELLE R
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—_ 'Karenﬂ it sakahPun keputusan dan pendapat Ombudsman tidak

' 'mempunyaz ke}(uatan hukum sepem suam pumsan peﬁg&dzian
N '_atau pumsan Pejaba%: Pemenntah namun seuap mstaﬁm termasuk
_pejabat Kementmn Kehakxman dan Pohsx saﬁgat ic_i«,m pada

i ”'"penciapat Ombudsman. Bahrzan d1 Spanyoi keialamn pejabat

Pemerintah untuk mengawab suraz atau pertzmyaan Ombudsman
”yang menyangkut suatu keiuhan anggota masyarakat dapat
m hagxlkan suam tmdaxz p;dan A

-SE:Jak tahun 1955 Jumiah keiuhan yang dlagukan semdkm
i memngkat ‘Dari - sedikit - Jebih - dari 1000 'dalam- tahun 1955,

o sampa; :2943 di‘tahun® 1993 Kira: kira 50 % perkara vang masuk

: tidak’ d:penksa karena sudah kedaluarsa ‘atau menyangkut suati
"'_:"_'putusan pengadﬂan yang masﬁa dapai dammtakan ‘banding, atau
o 'menyangkut masalah’™’ yang tidak termasuk Ir(ornpetensa atau
’ 3unsd]}<51 Ombudsman Dalam tahun 1993 Ombudsman Denmark

' 'memmta Pemermtah untuk mengubah keputusannya daiam 18

perkara, tanpa mengkr;t:k pejabat yang bersangkutan, dan dalam
. 184 perkara ia men Uabu}kan pen:nohonan f1hak yang menga_;ukan

i keluhan.

: ._Rekomf_:ndasi Ombudsman hamp:r t'ah;ﬁa__kec{;aii_ _d_i.i.ku_ti oleh

. pejabat yang bersangkutan, baik agar reputasinya jangan menjadi
buruk karena diumumkan d_alarri Laporan Tahunan Ombudsman.
maupun karena dalam -hal pejabat Pemerintah memban gkang,
- maka Ombudsman dapat memohon Bagian Hukum Perdata untuk

‘memberi bantuan hukum secara gratis -kepada ‘pihak yang

mengajukan keluhan kepada  Ombudsman, untuk ‘membawa
_ perkaranya ke muka hakim Pengadilan.

OMBUSDMAN DI SPANYOL -

Di Spanyol, ombudsman disebut Defensor del Pueblo atau
. Pembela Rakyat. Setelah Jenderal Franco memnwal pada tahun
1975, raja Juan Carlos meﬁjadi ’F{epaia Negara dan mendirikan
_suatu pemerintahan yang demokmus Salah satu cmnya adalah
mengadakan lembaga ombadsman yang disebui dalam konstitusi

Spanyet tahuE 1978 pasal 54, dan merupakan insticusi negara
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: _ﬁ yang berfungsa membela kepentmgan rakyat khususnya tarhadap '

_)_berbaoaz pelanggaran halc azasi manusia, serta (2) tindakan-
i nczakan pejabat admimstrasx negara (bmk b;rokrasx pohs; ja%S(,‘ '

_maupun memen menten) yang merugikan kepemmmn anggota

-:masyamkai Karena mllah ombudsman dx Spanyol disebut D‘?Jf”mf”

":""“'_"del Pueb!o atau embeia Rakyat

: '..Defensor del Pueblo dzangkat oieh Farlemen umuk hma tahun .

e - dan tidak - boleh (merangkap sebacal) 2n3gota Par}amen Ban.

- mendudu}q 1am Jabatan Selam memenksa Reiuhan dan tuduhan y

.masyarakat terhadap pejabat pemermtah atau menteri: (manapunf'
L0 jugd) Ombudsman Spanyo} berwenang untuk memeriksa dan.
o ::_--.menehn masaiah apapun juga yang dianggapnya mungkm meregikan

;}kepentmgan rakyat baik karena.keluhan yang.diiulis di dalam

-mass-media atau yang dlketahumya dari. sumber lam Dengan

3kxan Defensor del . Pueblo dapat meiakukan pemenksaau

4 -atas mlslamfnya sendm terhadap pemermmh maupun masyarakat

| .Hanya terhadap Rajd Ombudsman Spanyoi t;ciak c_apat metwadakan

T8 PEmenksaan karena Spanyol adalah Lerajaan

-"-.-Senap pertanyaan: Ombudsman hams dijawab, densan sanksi

pidana. Jadi bila ombudsman tidak dijawab, maka yang ditanya
atau diminta pertanggungan jawabnya telah dapat dipersalahkan
melakukan ‘tindak pxdana Hai ini sesvai dengan kedudukan

- 'Defensor del Pueblo yang sama sekali lepas (independent) dari
““Pemerintah, tetapz yang dapat disamakan (bahkan sedikit lebih
" tinggidari ‘pada)y kedudukan menteri: wr: :

-+ Keluhan-keluhan .dapat diajukan langsung kepada Defensor del

‘Pueblo dengan surat biasa saja. Rata-rata setahun oleh Defensor

--diselesaikan -sekitar 20 000 sampai 25.000 perkara,

Berbagai fungsi dan kewenangan Defensor del Pueblo diatur di
dalam Undang-Undang Organik tentang Ombudsman, UU No.
3 tahun 1981, yang terdiri dari 37 pasal dan terbagi dalam 4

"bagzan serta 1 ketentuan perahhan dimana kepada Ombudsman

e diberi kewenangan untuk setelah 5 tahun berlakunya undang-

o undang ini mexagusuikzm pembahan -perubahan dalam undang-
' unciang tersebut daiam suatn laporan khusus yang merinci
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‘Bagian-bagian ‘tersebut adalah ;. ..

'Bagian5---pe_:r§:ama Penwangkatan Fingsi dan ‘Masa Bakti

‘Bagian kedua © i Acara Pemeriksahn _
_Bagian ketiga  : Keputsan Ombudsman, yang terdiri dari:

woas Keputusan. REHFIR
.-'-::b- ‘Pemberitahuan: dan- komunikasi
g Lapora.n kepad'% Peulemen

L BagzanKmpat :_":.::E':."'Sumber Daya manuma da“l Sumber

= Reaangan y 4 ¢

_Lapora.n Ombudsmm ke‘)ada Pariemen sangat pemmc dan
_mempai\an semacam. paksaan (moral) kepada para menteri yang

_‘____mdak melaksanakan re}\omendabz El Defensor oieh karena
L :___dxketahu: secara terbuka oleh ancgota Parlemen menten MHana

~ yang kurang memperhatxkan hak 32351 manus;a dan asas -asas

b "_-pemermtahan yanu baalk

:Ombudsman juga’ mempunyal wewenang umuk menun}uk bahwa
.o suatu-UU. bertentangan. dengan . konstitusi kepada -Mahkamah
. Konstltum /tetapi tzciak dapat mengusuikam -suatu (R) UU baru,

" ‘Mahkamah Konst;tusx merupakan Pengadalan ‘Ad Hoc. yang
" hakim* haklmnya diangkat ‘dari kalangan yang independen dari
partai politik, kalangan akademisi- (guru “besar),” hakim yang
mempun jal rept.t 51 yang %angut bam dan Lerhoamal

EI Defensor mempunyai 2 orang Deputy, yang jt}ga dlpil!h oleh
Parlemen atas usul Defensor sendiri.-la dibantu oleh 30 - 40
sarjiana hukum yang bukan anggota partaj (atau berhenti menjadi
anggota partai pohtik) Staf administrasi kira- kird 100 orang.

Daerah-daerah otonomi  di Spanyo} Jjuga boieh mengangkat
_ '_ombudsmannya bcndm dan dxantara 8 ombudsman daerah
' 'ierjalm }\erjasama yang baik berdasarkan suatd perjanjian antara
para ombudsman, termasuk ] Defensor. Juga terjalin kerjasama
yang baik dengan Iembaga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dasar pemeri}{sazﬁn perkara oleh Ombudsman 99% menyangkut
hukum tertulis, dan hanya sedikit saja yang berdasarkan hukum

kebiasaan-Halini-berbedadengmmvnibudsrmardi HEgErT Betandy]
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vang cukup banyak menyangkut “behoorlijke gedraging” daﬁ

S _'”b"ékborlijk'besruur”, yang menyangkut kebiasaan:dan sopan -

santun. Juga di Spanyol El Defensor sangat banyak menggunakan
“commen sense”. . . '

' Anggaran uniuk kantor. El ‘Defensor merupakara bagian dari
g anagaran Pariemen ‘bukan: anggara.n Pemerintah. '
' Di Spanyol tidak:ada Komisi Nasional HAM, karena Komnas -
o _’._HAM dxangkat oleh Pemermtah Tetapl menurut El Defensor

"_:Udak ada salahnya apabxla disampmg Ombudsman juga ada.'

Komnas HAM yang meimdung1 hak azasi anggota masyarakat '

: Juga di neuerl Belanda sedang ada pem:k;ran untuk mengadakan

. Komnas HAM dlsampmg Ombudsman sebab’ du asa kurang tepat

: ':'apabxla Ombudsman yang akan menerapkan undang -undang

yang ber}aku juca mengusnlkan d1adakannya undang undang

paru ( yang kelak harus dlterapkannya pula) Demxklan pendapat
Prof. Pieter van Dijk, (anggota Raad van State Belanda) yang

belumdmepakaﬂ Qigh-_Ombud_sman Belanda, Dr1Oosting.
*.:Sebab lain adanya keinginan Komnas HAM disamping Ombuds-

““ man adalah; karena Komnas HAM ‘acuannya ke ‘Commission of

Human Rights. PBB, sedangkan Ombudsman adalah suatu institusi

: ,naszonai di bawah Parlemen yang terorganisasi dalam Organisasi
Ombudsman Intemdsxonai di -Kanada -

Betapapun sebfznarnya menurut pendapat kami perbedaan antara

“kedua lembaga di atas tidak teria}u besar terutama bagx negara-

niegara Eropa ‘karena 2

e 'Negara Er0pa tunduk pada European Comt of Human

‘Rights.

"5:':_ -b. ""'Pe;janjlan Internasional yang teiah diratifikasi langsung

_ -m_er_upakan bagian dari hukem nasional (di Spanyol hal ini
ditentukan oleh pasal 10 ayat 2 Konstitusi 1978 dan pasal
14 sampai dengan pasal 30 konstitusi tersebut).

Hukum yang diterapkan oleh El Defensor adalah Hukum Perdata,
Hukum Pidana, Hukum Konstitusional dan Hukum Administrasi

}\Tm LTI,
Tebptidr
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UU yang terbaru mengenai hal ini adalah UU No. 29 tahun 1998,
dimana ‘ditentukan bahwa keluhan-keluhan terhadap pemerintah
'dapa.i _dlajdi{aﬂ kepada Pangachlan Admmlstrasx Negara aan!atau

n onesza hal ini dapat chatur hamplr serupa yaltu bﬂa

txdak ada surat keputusan Pemerintah (yang Aertulis), maka

keluhan_ dapat dlajukan kepada Ombudsman Indonesxa agar-
_supay z{.e;curangan Pengadﬂan Admm:stram Negara dlpprbalkl '
o _atau ditampung oieh {)mbudsman - :

Daiam pada itu, agar Ombudsman dapat bekerja secara efektif,
“masih perlu ditentukan bahwa : '

a apab;la pejabat Pemerintah tidak menjawab pertanyaan
Ombudsman makaia meiakukan tmdak pldana (d:masukkan
ke dalam KUH Pidana yang baru) '

| b dxadakan Mahkamah Kcnsntus; N |

B. OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM
DAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA.

Pendahuluan.. .

Dalam ﬁrangka reformasi hukum dan reformasi politik  menuju
masyarakat Indonesia yang demokratis dan negara hukum yang
' men}unjung ‘tinggi hak—hak asasi manusia, selain diperlukan
' Undang—undang yang secara rinci menje!askan hak asasi manusia
yang dilindungi oleh hukum Indonesia, juga perlu diatur lembaga
atau pranata. hukum mana yang secara khusus akan. berfungsi
untuk ‘mengawasi atau :membantu ‘organ/lembaga hukum yang
lain 'meny'elenggarakan tugasnya sesuai dengan hukum dan asas-
asas hukum yang'd_ijunjung tinggi dalam suatu negara hukum
yang demokratis, yang sekaligus juga (harus) merupakan negara
kesejahteraan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Dengan lain perkataan : negara hukum yang demokratis dan
- negara kesejahteraan yang menjunjung tinggi HAM adalah dua

] + - .
SASH Rl hGPlllg ydlig waillid,
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ndalan Suatu Negara Hukum SRS N

Andalan ":dan suatu nega:a hukum Iaiah _
"_1. - Adanya pezmsahan antara kepala negara dan kepaia pemenntah ;
2 Berfungsmya dengan balk kekuasaan eksekunf Ieglslatif“ C

'-,.Lﬁ*Tegaknya HAM
ingkat pendzdlkan masyarakat yang cukup tmggl

5 '_'Teréedxanya mformaSi yang cukup bagx masyarakat :
| _Berﬁmgsmya dengan balk !embaga demokrasi (parta1 politik,
.- pemilu, dan sebagamya) gin Sl
7. Tersusunnya sistem hukum nas;onai-dengan rapi, .stabiI dan
_transparan;

. .:____:f:};_Terpehharanya budaya hukum yang menjunjung tinggi
j ke_pujuran dan keadllan N o

8. Adanya sarana hukum (termasuk dana dan anggaran) yang

~ cukup besar bagi terse]enggaranya peneaakkan hukum dan

_perhndungan HAM. ' '

0. Adanya Mahkamah Konsntum

Lahirnya Pranata/lLembaga Ombudsman. @ -

..Sementara bangsa-bangsa yang:ferjajan sejak akhir Perang Dunia
- -sibuk memerdekakan dirinya, di-negara-negara Eropa dan Amerika
..yang sudah lebih dulu merdeka juga terjadi suatu perjuangan
... menuju kualitas demokrasz dan negara. hukum yang lebih riil
o '_daripada semula

“*Perjuangan -itu- aniara- lain memodernisasikan :suatu pranata

- hukum yang sudah lama dikenal, yaitu Ombudsman yang semula

- menjadi penasehat raja atan semacam Menteri Kehakiman,

- menjadi penegak dan pengawas ierselenggaranya keadilan vang
.. diukur dengan t_er_seienggarany_a HAM dan asas-asas Pemerintahan
.. yang baik.

ITrulah __ se_‘ogbny_a :

+ ..ac - ombudsman ini dianggap harus diangkat oleh (wakil-wakil)

2 £ 1 2
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b _;--;.ﬁmgsn ombudsman -adalah mangaga BgAT.. di satu thak
.+ ;apatatur pemenntah menyeienggarakan mgasnya sesuai dengan
+ohukum, dan 35as-2saS pemenntahan yang baik, tetapi di lain
_ ﬁ-_-;z-ff-ﬂhak }uga TMEMOonitor - agar badan-badan . pengad;ian juga
'j-_-:-_'{-;melaksanakan tugasnya -sebagaimana - mestinya 'di dalam'
cosenegaras hukum. Satu -dap lain agar setiap orang - dapat
T if-'_'memkmatl hak haknya sesual dengan HAM dan hukum_
'f_yang berlaku ; U g '

Perhmya Ombudsman dn Indonesta

Sebagazmana telah kaml rasakan se!arna 54 tahun karm merdeka
warganegara atay pendudu}c biasa sangat ‘sulit mendapat akses
ke pejabat yang berwenanw mengatur kepentingannya: seperti
KT surat surat permohonan sertifikat ataupun pengajuan keluhan
* tentang” pe_r;laku_ ‘aparat - pemerintahan ‘atau ‘hakim pengadilan,

LA ja;ks'a' "'atau pOIisi Séhingga b’e’rtahnh tahizn Orang tidak m’emp"eroieh

B :'-;_: untuk mengurus masalahnya kecuali dengan harus mengeluarkan

" uang ‘yang scbenamya tidak perludikeluarkan, atau melalui
- bantuan saudara” atau kenalan yano kebetulan dekat dengan
oknum aparat Pemermtah yang bersangkutan '

Dalam rangka tetap mcmungkmkan keluhan masyarakat ita
tersalurkan, maka negara-negara demokrasi menganggap perlu
untuk mengadakan atau menghadupkan ‘kembali pranata dan
- Iembaga ombudsman di negaranya. Ada ‘yang memberi nama

"Pembela rakyat (spanyol) atau ”Pehndung Ral{yat” (Argentma)
kepada ombudsman. Ada juga yang menyebutnya Parhamentary
Commissioner (Inggris), tetapi ada Juga yang tetap menggunakan
istilah ombudsman - - %

Walaupun ombudsman mempunya; kantor dan orgamsam tetapi
- -ombudsman yang tentu saja mungkin seorang wanita bukanlah
organisasi. Sebaliknya ombudsman adai'a_h'seseoéang yang sengaja
-diangkat untuk itn. Kata ombudsman Belanda, Dr. Marten
-Osting: -"The ombudsman has o name and a face”. Jadi

ombudsman.itu.bukanlah.suatu.crganisasi-vang tidak berwajah.
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_r_ena itn permhhan seseorang menjadl ombudsman (yang: e
'-rnungkm Juga seorang wamta) dﬂakukan dengan sangat hati-hati,

= dengan tldak hanya mempernatlkan kemampuan profesxonalnya :

: ‘tetapi Juga wataknya dan sejarah profem ‘dan: kehldupannya yang_.}-"-

_mbudsman Namun dem1k1an ia t1dak perlu sela!u mengambﬂ o

s _'.'hams mﬁﬂg“bah 311<apnya

..Pemenksaa ' 'Perkara oleh Ombuﬁsman

] Pemlalan. Ombudsman berbeda dengan pemlznan oleh seorang'

_.':?_-hakim tidak - semata—mata berdasarkan hukum belaka, tetapi- -
: "ri_dapat dldasarkan kepada kepatutan dan keadilan -serta ‘sopan
e '..:--fjfrsantun yang ‘harus. dxpegang teguh da]am swatu masyarakat yang )
.f:-beradab Mlsainya bila ‘seorang’ pegawax umgra»; membiarkan. -

. -;;.'-::tanpa kabar kapan ia. akan dltenma padahal waktu itu sesungguhnyd

1 ;.-'._adaiah Jam kerja maka ‘hal. 1tupun sudah merupakan alasan

- untuke. mengadu ke ombudsmau baik .melalui surat. maupun'

- melalui telepon Sebabnya adalah karena aparat pemermtah tanpa

alasan teiah menyuhtkan seorang warga negara. yanc ba;k yang'-
’_"menjadx hak warga negara 1tu TR

§ ':.Karena 1tu kehaduan ombudsman teiah memngkatkan periakuan
e yang ramah dan sopan santun terhadap pelanggan atau masyarakat :
B clzenz frzendly atau. cztzzen fnendly} yang tldak: hanya berhenti

': ___d1 kantor _Pemermtahan atau’ Peﬁgadﬂan tetapl. 3uga berlaku d1

Misainya juga, apabila nhak yanc bersengketa iiaak mempemieh :
~salinan putusan hakxm pada saat ia menurut hukum sesungg uhnya o
_ ' udah harus menemmanya maka ombudsman ] juga dapat menegur
" “hakim kantor pengadﬂan yang bersaﬁgkutan atas keteriambatannya o

harus dapat menjamin’ 1ndependensmya dan’ ketadak berfzhaknya'_' e

ja!an tenaah :_:-Sebahknya, ia harus Objektlf dapat memlai fzhak_ e
. mana yang benar dan flhai«: mana yancr salah dan karena 1tu___._ AR

._'seseorang yang akan ‘mengurus paspornya berjam-jam menunggunya

e Dan hakim tersabm; wajib’ menﬁwab ombudsman di dalam kurun -

o waixtu yang iertanm ‘dengan menyebut apakah saran ombudsman_:' _
di dalam surat rekomendasmya kepada hamm itu a}«;an dukuu .

Segrauidakodengairnenyebutkansennralasaryang o sahe
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-,'Ombudsma'n da%n Asés Kedaﬂlatan Raky’ai

. Pada akhlr tahun ombudsman akan mengmm laporan tahunan
_kepada pariemen yang akan membahasnya seca:a terbuka

' :'_:....'..:Secara.permd;k ombudsman }uga aiqan membahas hal~hal yang. . e

_abar atau televxs; sehmgga masyarakatpun

. 'j'xkut'meng.é..tahm apa yéhg terjaax dan dapat mengadakan social

- contml terhadap penyelenggaraan tugas pemenntah dan pengadxlan _
:Denga.. dm kian, ‘Kehadiran: ombudsman...mempakaﬂ mamfestasx Sl
pula . ciarl asa z-kedaulatan rakyat ' B ' :

' Karena 1tu dalam rangka reformas; hukum dan poht:k menuju
pemerintahan yang lebih bersih,. eﬁslen dan demokratis serta
peradﬂan yang benar—benax bersih, efisien, adil dan tidak. berpihak,

: """"'sudah seyogaanya di Indonesw juga diadakm} iembaga ombudsn.

'_.__'.Hal 1ni: sebenarnya dxpermudah dengan telah d:akumya Komm

_Nasmnai Hak Asas: Manusxa -yang sudah sejak berdiri senantiasa

L :_:.:dzdatangl orang dengan berbaga: keluhan mengena; penyelenvgaraan

".5:._tugas aparatur . eksekutif maupun yudlkatzf

Apalagi dengan pudamya badan-badan pe’ilgadﬂﬁh’ pranata dan

.. lembaga ombudsman ini benar-benar .merupakan  suatu jalan
... keluar. dari kemelut hukum dan keadilan .yang meianda negara
- kita.

o :'Ombudsman, RUU HAM dan Komnas HAM

. {Dalam rangka ini;. pemermtah teiah menyusun RUU HAM dan

KOI!]IS] Nas:onal HAM antuk antara. Iam

1 -"mempercepat terseienggaranya perimdungan HAM bagl
- warga masyaraﬂat ' :

.. _.2..=.'._.:secepat muﬁgkm memperbalkx c1tra eksekunf maupun
aparatur. badan-badan pengad;lan

3. menegakkan asas kedauiatan rakyat

4. . rnempercepat berkurangnya praktek-praktek KKN

. 5. . .meningkatkan manajemen yang baik .dan profesmnal dalam
sinbnh  aparaior eksekntif maupnn. yndikatif
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‘6. -menghilangkan Kesan seakan-akan aparatur pemérintah dan/

- atau_pengadilan adalah pemegang kekuasaan yang. txdak =

_'dapat dlganggu gugat

7. memberdayakan setiap ang gota masyarakat untuk d: samplna '

_ me!aksanakan kewaﬁban hukumnya dengan mengherman
"";ffhak dan HAMnya orang 1am o -

it .;_,:Pe'adek kata deugan ada'}ya embudsman da negara kita diharapxcan g
- agar masyarakat ‘menjadi lebih sopan: dan santun,-lebih beradab o
'selam lebih modern dan eﬁsaen :

MPR dan Ombudsman :

__._:Namun karena ombudsman bukan orgamsa51 tetapl seseorang,

maka masih diperlukdn suatu TAP MPR tentang ombudsman
di Indonesia, yang setiap lima tahun, selain _mengangkat Presiden

" dan Wakil Presiden, akan mengangkat juga seorang ombudsman,

.yaltu salah seorang anggota Komnas HAM yang harus mengetahui -
“"Sub Komiisi Pemantauan Pelanggaran HAM, di samping mengangkat

Ketua Komnas 'HAM dan Ketua-ketua Sub ‘Komisi Komnas

~ HAM yang lain..

R Alangkah “baiknya ‘apabila’ éekali_gu_s MPR juga mengangkat

- Mahkamah Konstitusi ad hoc dan mengangkat Ketua Mahkamah

Aguhg dan Hakim-hakim Pengadilan Konstitusional ad hoc
untuk jangka waktu, lima tahun, sehingga Ketua Mahkamah
Agung, Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi ad hoc, Ketua

“Komnas HAM dan Ombudsman tidak lagi diangkat oleh Presiden
(sebagai Kepala Negara), tetapi oleh wakil-wakil rakyat di MPR.

]f')en:gfan”'dem'iki.an. : :dapaf 'di.mﬁn'gki.n_'kan Eterjadiﬁya perbaikan
setiap lima tahun, apabila hal itu ternyata diperlukan. Jika tidak,

" maka tidak ada salahnya utuk dimungkinkan perjanjian masa

baktinya sampai maksimal selama 10 tahun.

Karena pejabat seperti Ombudsman, Hakim Agung, Hakim
Konstitusi yang berpengalaman'diperkirakan berusia sekitar 60

‘tahun, atau pegawai negeri yang sudah dipensiunkan, maka
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s fisiky sangat kuat sa;a vang. masih dengan baik dapat mengemban
“ 7 tugas tersebut sampal usia 75 tahun, sehmgga peremajaan oun

"-dapat beria:ngsung secara wajar dan a‘amzah

: -Dan

1.

B ': ' Kesampu!an

‘Uraian’ smgkat tentang Ombudsman dx Negen Beianda

- Swedia Deénmark dan” Spanyoi Eemyata “bahwa

Lembaga dan Prana!a Ombudsman dxadakan umuk mengubah

*“kehidupan Demangsa dan’ bemegara di bawah pemerintah
_--yang oteriter dan peradalan yang kurang’ memuaskan karena. -
'fbanyak dzmtervenm_ oleh ‘pemerintah yang otoriter itu,

“* menjadi‘ pemerintahan’ atas dasar kedaulatan’ rakyat untuk
: penmgkatan kesqahteraan rakyat, perlmdungan hak asasi
B 'manusaa dan’ kebahagxaan semua “dan setlap Orang yang
& hxdnp di‘dalam Imgkungan negara bahkan juga di seluruh

: dunia.’ “Dengan Tain® perkataan *‘Kehadiran ‘Ombudsman
"-:adalah untak - mengoreksx ‘kesalahan‘kesalahan di sekior

.' -"pemenntahan maupun sektor peradilan, sambil lebih menegakkan
hak-hak asasi” mantisia “dan keadilan~ berdasarkan hukum
-_'--yang Juga bermtzkan keadﬂan i

" Oleh’ sebab 1tu di semua negara yang ada Ombudsman,

' Ombudsman adaiah seorang sarjana hukum yang berpengalaman
luas ‘dan yang lebih pentmc sudah teruji integritasnya dan

jiwa besarnya yang menjunjung tinggi kebenaran kejujuran,
keadilan dan tidak tergoda o.eh 1mmg-;nmga'z uang atau
kedudukan. : :

_ :Sebagal se_:orahg _péngaWés maka O_mbu_dsnian it yang tentu

-saj_a_.jg_ga'_dgpa_;_giijabat seorang wanita kecuali sudah tidak

tergolong muda lagi, kedudukan dan gajinya setara dengan
Menteri, Ketua Mahkamah Agung atav Ketua Parlemen.

_ Kéféﬁa bffnbﬁ&sman diangkat oleh Parlemen, maka anggaran

untuk memb:ayax perkantoran dan organisasi Ombudsman
dimasukkan dan menjadi bagian dari anggaran untuk Parlemen;
bukan _mengadx bagian dasi anggaran Pemerintah atau Pengadilan.

Materi yang capat diperiksa oleh Ombudsman adalah materi
yang dikelola oleh semua kementerian dan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan peradiian oleh badan-badan pengadiian.
Dalam, bal yang.terakhir ini.yang nienj;ada? sorotan. para
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.~Ombudsman ialah terutama administrasi badan pengadilan

dan prosedur pelayanan dan pemeriksaan serta perilaku para
hakim,--panitera dan lain-lain _personalia di badan-badan
pengadilan. jadi bukan substansi perkaranya yang diperiksa

~ oleh ombudsman, walaupun kadang- }cadang putusan hakim.
P ~;uga dapat menjadi - sasaran  kritik. ombudsman, apabila
' putusan halqm it terlalu Jauh menyimpang dari asas- asas
hukum kewaﬁban dan keadxlan

L€ _Keputusan Ombddsman b;asmya dIdasarken pada huk‘um
- '_i._._:;.._--_yang tertulis, maupun yang tidak tertulis. Tetapl juga dapat
..+ didasarkan . pada norma etika moral, kejujuran dan kepatutan,
-.._'.'-jbahkan juga berdasarkan sopan santun di dalam hidup

kemasyarakatan, sesuai. den_gan penafsiran luas dari istilah

-perbuatan .yang bertentangan .dengan undang-undang atau

. .peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan perbuatan
. atau-kelalaian yang bertentangan dengan adat kebiasaan /

. serta ukuran kesopanan dan kepatutan (behoorlijkheid) yang

.. menjadi tuntutan kehidupan bermasyarakat yang beradab.
--Jelas bahwa sikap Ombudsman, sekalipun harus menjunjung

tinggi hukum, namun tidak bersikap legalistik, apalagi

_formalistik semata-mata, tanpa memperlihatkan faktor-fak tor
'_'nyata (reele machisfactoren), kepatutan dan rasa keadilan
 yang hidup di dalam masyarakat. Imlah perbedaan lembaga

Ombudsman dengan Peradilan di Indonesm khususnya

_seiama 30 tahun  terakhir. -

Karena Ombudsman diangkat oleh Parlemen dan tidak oleh
Kepala Negara, maka Ombudsman mencerminkan ditegakkannya
asas kedaulatan rakyat Dalam hal ini posisi Ombudsman

- tidaklah netral antara Pemerintah, dan Rakyat, tetapi jelas
' 'memxhak pada rakyat. '

.Karena Ombudsman secara berkala menuhs artikel dalam
 surat-surat kabar dan secara berkala pula hadir dilayar
"talewsz di sampmg menyampaikan laporan tahunannya
' kepada Parlemen, yang akan dibahas dengan seksama oleh

partai-partai dan mass media, maka lembaga Ombudsrian

- bekerja secara sangat transparan dan terbuka, dan menjadikan

lemnbaga ini sangat dihormati dan berwibawa. Hal ini

© tercermin pada kewajiban pihak yang menerima surat dasi
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L terientul. Yang apabila dlabaikan dapat’ ‘menjadi obyek
*".'f”'sorota.n ‘Ombudsman ‘di‘surat kabar, di-televisi ‘atau laporan
' r'-"_fahuﬁannya Menurut Ombudsman dan Spanyol di negara
R teiS Jkelalajan- pa_;abat atau hakzm untuk men_;awab Ombuds-
.. man, bahkan dapat merupakan suatu tmdak p1dana .

_' .0 Apablla Ombudsman menganggap teiah terjach pelanggaran
wi(dari saiah satu atay, beberapa pasal) Undang-Undang Dasar,

.".'_Mabkamah Konst;tuax ad hoc, ataa dima.na Nahkamah

! man sendlrz dapat menga_;ukan perkara :tu ke Mahkamah
-'-:Konstxtusx '3=Ha1 1ini“berarti; bahwa agar- iembaga / pranata
:.3'.Ombudsman bekerja dengan memuaskan periu pranata /
e Iembaga “hukim Tain yang menun_;angnya sepern

a _"'-"Mahkamah Kons 1tus;

-sepert; antara laan dxutarakan d1 buur 8 diatas memberi
. sanksi képada kelalaian- pc_]abat untuk menjawab pertanyaan
. 1""0mbudsman atau . untuk tidak menmdak lan]utkan
rekomendasx Ombudsman -dsb.:

c. UU tentang Hak  Asasi -Manusia, pelaksanaan serta
. . _Perlmdungannya M.

d. Dan lam lam, sepem antara lam sastem pemenntahan

. par]emcnter yang mermsahkan fung31 dan tugas Kepala

 Negara dari Pung51 dan mgas pemermtahan Kepala
Pemermtahn dan sebagamya

10. Bagalmanapun Juga daiam suasana refonna51 _tampaknya
' . pranata / lembaga Ombudsman dapat ‘merupakan jalan
_ keluar dari kemelut hukum dan keadllan ba:k 'yang bersumber
kepada KKN dan ;nﬁf1516n51 di p:hak eksekutif maupun
yang bersumber pada KKN mef;swns; dan kurang
profes:onalnya korps Peradilan dilain pihak. D;sampmg itn
sekaligus kejujuran kebenaran dan hak-hak asasi manusia
terutama yang merupakan hak asasi perorangan dapat

. -ditegakkan dan ditingkatkan, melalui koreksi dari segala
-penyelewengan oleh aparat pemeriniah dan badan-badan
~pengadilan yang mestinya menegakkan. Bahkan seandainya
kita sudah memiliki lembaga -/ prapata Ombudsman tidak

. maka Ombudsman -dapat. mencrusulkan diadakannya suatn
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- mustahil Peristiwa bulan Mei 1998 ‘yang kelabu dan lain-
i dain, peristiwa .yang -menyayat han ‘sepanjang: tahun 1998-
;_1999 ini- sudah -dapat’ temngkap secara lebih memuaskan .
' apa 1ag1 perkara KKN yang. terjadl sebelumnya

Eagaxmanapun juga kata suatu pepaéah " Better late than'_" o
”':_ﬁne‘ver Karena itu ‘marilah ‘dalam ‘waktu sesmck_at smgkamya

kita :mengadakan Ombudsman yang berp1hak ke;aada Kedaulatan'_ o
Rak'at *-’N gara Hukum dan Negara Kesejahteraan sekahgus

999“. yang: akan bermdang setelah ‘Pemilihan. Umum'’ nanti, agar. °

'_MPR tldak hanya mengangkat Presiden «dan Wakil Presiden saja,
. letapis. yang Jauh lebih -penting . dari .itu-ialah -memperbaharuj .
. dasar-dasar pemermtahan yang baru dan benar-benar demokratis

'dalam Republik Indonesm kzta sesuai dengan aspirasi Gerakan

Reformasi setelah lebih dari 50 tahun rakyat menderita dari

/ ::'kesalahﬂn dan ketldak _]UJuran para pemlmpmnya

- =Marilah: kata Ieblh jujur menegakkan hak hak asasi manusia dan

-1 mengupayakan kesejahteraan, kebahagiaan ‘dan kedamaian hati

200 Juta rakyat Indonesaa dalam :abad. ke -21.:

T 'berartl ‘bahwa MPR 1999 harus juga:

a. Memutuskan Jan mengadakan amandemen amandemen yang

~* sangat penting“terhadap’ UUD 1945;

b "":'_"'_':I‘Jleﬂgadakan_Mah}\amah E’Oﬁsntum {kalau perlu yang ad

“hoc dulu);

e _Mengadakan pranata Ombudsman d1dalam UuUD 1945,

\ § rnengangkat seorang ketua atau beberapa orang Ombudsman

“(misalnya untuk Daerah ngkat 1) atan untuk sektor-sektor

. ".kehidupan yang tertentu sekah 5 tahur; dlsampmw memutuskan

" GBHN (kalau ini masih dianggap relevan) dan Rencana
"'Leglslatzf Nasmnal unmk 3 tahun mendatang

;-_'.-.:_._Sungguh suatu tugas yang ‘naha berat dan yang pasti tidak
;. dapat diselesaikan dalam 10 hari bersidang saja.

-~ Berhubung dengan desakan reformasi yvang sulit dibendung ity
- kiranya perlu ‘dipikirkan juga perlu tidaknya reorganisasi dan
“refungsionalisasi MPR .dan DPR itu sendiri, agar benar-benar

secara. profesional, . efekiif  efisien  dan  separa.. injor. dapat
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' mengejawantahkan suara :dan. kedaulatan rakyat

Maka tidak berkeiebxhan, kalau kita katakan ‘bahwa se}ak Me; w
1998 -di Indonesia telah” dimulai’gerakan dan proses penilaian
kernbali nilai-nilai budaya, pohuk ekonoml dan hukum yang

"'.'"“_j_udak dapat dlbsnciung lagi.

Tergantung dari kita, rakyat Indonesia sendiri untuk mengarahkan
penilaian kembali di segala bidang ini ke arah kejayaan bangsa_
~ dan manusia Indonesia lahir dan batin, ataukah kearah anarki,

b :;.::..menang sendm, ‘bellum. omninm: contra omnes-dan kehancuran _
bangsa negara dan manusxa Indonesw. e e

Dalam rangka 1m: pranata dan lembaga Ombudsman k:ranyaﬂ
" merupakan “salah satu sarana atau  wahana yang dapat kita~

”:"-3pergunakan e ‘arah’ penegakan ‘Hak Asasi’ Manusna tegaknya

" hukum yang berintikan keadilan, dltmcka{kannya kemakmuran,

kesejahteraan, rasa damai dan ‘kebahagiaan ‘bagi bangsa “dan

.- manusia_Indonesia. ..
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